KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA
ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI| DAERAH,

Menimbang:

a bahwa Pegawva Negeri Spil ssbagd warga masyaakat mempunya hak yang sama untuk
dipilih menjadi Kepda Desa atau dipilin/diangkat menjadi Perangkat Dess;

b. bahwa Pegava Negeri Spil yag dplih menjadi Kepda Desa aau dipilindiangkat
menjadi perangkat Desa harus tetgp menjamin  obyektivitas ddam pembinsen Pegawa
Negei Spil berdasarken perpaduan ssem pretas kerja dan sgem kaier yang
dititikberatkan kepada sstem prestas kerja;

C. bahwa sehubungan dengan hd tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pedoman begi
Pegava Negei Spil yang dipilih menjadi Kepda Desa aau dipilin/diangka menjadi
Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Mengingat:

1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dagrah, (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3 Peraturan  Pemerinteh  Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawa Negeri Spil (Lembaran Negaa Tawun 1975
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

4. Peraturan Pemerinteh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Pemerintah Propind seébaga Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN

M enetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH TENTANG
PEDOMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPILIH MENJADI KEPALA DESA
ATAU DIPILIH/DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dadam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1 Desa addah Desa sebagamana dimeksud ddam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah.

2. Kepda Desa, Perangkat Desa addah Kepada Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
ddam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

3 Pegava Negeri Sipil addah Pegawa Negei sebagamana yang dimeksud ddam Undang
undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundeng Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB I
PERSYARATAN UNTUK DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pegava Negeri Spil yang dapat  dicdonkan sebaga Kepada Desa atau Perangkat Desa addah
Pegava Negei Spil warga mesyaakat yang mengend daerahnya dan dikend oleh masyaraka
desa setempat.

Pasal 3

1 Cdon Kepda Desa a@au Pearangkat Desa yang berasd dari Pegawa Negeri Sipil disamping
memenuhi  ketentuan pasad 97 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, juga haus
mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan indang induknya

2 Pimpinan ingtans induk sebagaimanadimaksud pada ayat (1) yaitu:

a Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerinteh Non Departemen/Sekretaris  Jenderd
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negarabagi Pegawa Negeri Sipil Pusat;

b. Gubernur bagi Pegawa Negeri Sipil dari Pemerintah Proping;

C. Bupati/Wadikota bagi Pegawa Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. Kepda Kantor Wilayah Depatemen/Lembaga Non Depatemen bagi Pegawa
Negeri Spil Ingang Vertikd,

Pasal 4

Pegawa Negeri Spil ssbagamana dimeksud ddam pasd 2 yang dipilih menjadi Kepda Desa aau
dipllivdiangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan untuk sementara wektu dari  jabatan
organiknya sdara menjadi Kepala Desa aau Perangkat Desa dengan tanpa kehilangan Satusnya
sebaga Pegawa Negeri Sipil.



BAB 111
GAJl DAN TUNJANGAN

Pasal 5

1 Gai den pengheslan lannya yang berhek diterima olen Pegawa Negeri Spil sebagamana
dimaksud ddam Pasd 4 tetap dibayarkan oleh indang induknya

2 Pegava Negei Spil yang dipilih menadi Kepda Desa aau dipilindiangka menjedi
Paangkat Desa berhak mendapatkan kenakan ggi berkda sesua  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pegava Negeai Spl yang dplih menad Kepda Desa aau dipiliVdiangkat menjedi
Perangkat Desa dgpat dinaikkan pangkainya sesua dengan perauran perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7
Peniladan peaksanaan pekerjaan bagi Pegawa Negeri Spil sdbagamana dimeksud Pasd 4,
diberikan oleh ingand induknya dan dari Bupai bagi Kepda Desa seta dai Kepda Desa bagi
Perangkat Desa.

Pasal 8
Kepda Desa dan Perangka Desa diberikan penghesilan tetgp setigp bulannya dan  tunjangan
lannya sesua kemampuan Keuangan Desa.

Pasal 9
Pegava Negeri Spil yang diplih menjad Kepda Desa aau dipilidiangkat menjadi  Perangka
Desa dgpat diberikan penghargaan sebagaimana diatur ddam Keputusan Menteri Ddam Negeri dan

Otonomi  Dagrah  Nomor....Tahun...tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan dan Kesgtiaan
bagi Kepaa Desa dan Perangkat Desa.



BAB 1V
KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SETELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS
SEBAGAI KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA

Pasal 10

1 Pegawva Negei Spil yang tdah sdesa medaksanakan tugesnya sebaga Kepda Desa aau
Perangkat Desa dikembdikan ke ingans induknya berdasarkan Keputusan Bupeti.

2 Pegawva Negei Spil sebagamana dimeksud pada aya (1), dgpa diangkat kembdi ddam
jabatan struktural atau fungsona sesual dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Januari
Padatanggd 8 Januari 2001
MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH
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